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Abstrak: Salah satu elemen laporan keuangan ialah aset tetap. Aset tetap merupakan 
bagian utama aset pemerintah karena nilainya sangat signifikan dalam neraca. Badan 
Pusat Statistik Kabupaten Karawang sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementrian 
diharuskan menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan 
pemerintah yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan 
akuntansi terhadap aset tetap pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang 
berdasarkan PSAP Nomor 07. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
deskriptif kuantitatif yang dilakukan melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara 
guna memperoleh data berupa Catatan atas Barang Milik Negara, Laporan Keuangan, 
dan hal-hal lain terkait aset tetap yang dimiliki Badan Pusat Statistik Kabupaten 
Karawang. Penelitian ini menghasilkan informasi bahwa perlakuan akuntansi aset 
tetap berupa klasifikasi aset, pengukuran, pengakuan, pengeluaran, penyusutan, 
penghentian dan pelepasan, serta penyungkapan aset tetap pada BPS Kabupaten 
Karawang telah sesuai dengan prinsip PSAP Nomor 07 tentang akuntansi aset tetap.  

Kata Kunci: Aset Tetap, BPS Kabupaten Karawang, PSAP Nomor 07 
Abstract: One of the elements of financial statements is fixed assets. Fixed assets are the main 
part of government assets because their value is very significant on the balance sheet. Badan 
Pusat Statistik of Karawang Regency as a Non-Ministerial Government Institution is required 
to prepare and present financial reports in accordance with applicable government regulations. 
This study aims to analyze the accounting treatment of fixed assets at the Badan Pusat Statistik 
of Karawang Regency based on PSAP Number 07. The method used in this research is 
descriptive quantitative which is carried out through documentation, observation, and 
interviews in order to obtain data in the form of Records on State Property, Reports Finance, 
and other matters related to fixed assets owned by Badan Pusat Statistik of Karawang Regency. 
This study resulted in information that the accounting treatment of fixed assets in the form of 
asset classification, measurement, recognition, expenditure, depreciation, termination and 
disposal, as well as disclosure of fixed assets at BPS Karawang Regency was in accordance with 
PSAP principles No. 07 on accounting for fixed assets. 
Keywords: Fixed Assets, BPS Kabupaten Karawang, PSAP Number 07 
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PENDAHULUAN 
Seiring dengan adanya tuntutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang baik secara transparansi maupun akuntabilitas maka pemerintahan harus 
mampu menyediakan informasi kepada masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 3 ayat 
(1) menyatakan setiap entitas pelaporan yang terdiri dari Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, Kementrian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara 
wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Informasi dalam laporan 
keuangan diharuskan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan 
material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.  

Salah satu elemen laporan keuangan ialah aset tetap. Menurut Winarno (2012) 
aset tetap merupakan bagian utama aset pemerintah daerah karena nilainya yang 
sangat signifikan dalam neraca. Aset tetap diatur dalam PSAP Nomor 07 yang 
terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.  

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang 
bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Peran utama yang harus dijalankan 
oleh Badan Pusat Statistik diantaranya menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah 
dan masyarakat, membantu kegiatan statistik di kementrian, mengembangkan dan 
mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, serta membangun kerja 
sama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan 
perkembangan statistik Indonesia. Selain peranan utama tersebut, Badan Pusat 
Statistik juga diharuskan menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 
(SAP).  

Laporanl keuangan BPS harus disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 
dan bersasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan 
pemerintahan. Laporan keuangan harus meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 
Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas 
Laporan Keuangan. Laporan keuanganl ini diharapkanl dapat memberikanl informasi 
yangl berguna kepadal para penggunal laporan khususnyal sebagai saranal untuk 
meningkatkanl akuntabilitas/pertanggungjawabanl dan transparansil pengelolaan 
keuanganl negara padal BPS khususnya BPS Kabupaten Karawang. Di samping litu, 
laporan keuanganl ini jugal dimaksudkan untukl memberikan informasil kepada 
manajemenl dalam pengambilanl keputusan dalaml usaha untukl mewujudkan tatal 
kelola pemerintahanl yang baikl (good lgovernance).  

Untuk menunjang pelaksanaan kerja dan menjalankan peranan utamanya, 
Badan Pusat Statistik menjadi instansi perintis dalam penggunaan komputer karena 
telah memulai menggunakannya sejak sekitar tahun 1960. Selain komputer sebagai 
peralatan, ada beberapa aset tetap lain misalnya tanah, mesin, gedung, dan bangunan 
serta aset lainnya yang juga menjadi penunjang dalam pelaksanaan kerja pada Badan 
Pusat Statistik. Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Christian Morgan 
dkk, 2021) analisis perlakuan akuntansi tentang aset tetap pada Dinas Kesehatan Kota 
Bitung studi kasus di Puskesmas Sagerat telah sesuai dengan PSAP Nomor 07.  
 
TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian yang dilasanakan pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang 
bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan perlakuan akuntansi terhadap 



Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar.... 

 SEIKO : Journal of Management & Business, 7(1), 2024 | 512 

aset tetap pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, menganalisis dan 
mendeskripsikan kesesuaian penerapan PSAP Nomorl 07 terhadap perlakuan 
akuntansi aset tetap pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang. 

 
KAJIAN PUSTAKA 
Tinjauan atas Akuntansi Pemerintahan 
Pemerintah sebagai salah satu bentuk organisasi sektor publik memiliki tujuan umum 
untuk menyejahterakan lrakyat. Untuk mewujudkanl hal tersebut rakyat membuat 
aturan umum yang harus dipenuhi pemerintah berupa konstitusi atau undang-
undang dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, adanya 
perbedaan perlakuan akuntansi pemerintahan dengan akuntansi bisnis dalam hal 
tujuan serta pengukuran kinerjanya. Meskipun tujuan kedua organisasi berbeda tetapi 
pada hakikatnya tujuan akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis sama yaitu 
memberikan informasi keuangan atas transaksi keuangan yang dilakukan organisasi 
tersebut pada periode tertentu.  
Tinjauan Atas Aset 

Asetl adalah sumberl daya ekonomil yang dikuasail dan/ataul dimiliki olehl 
pemerintah sebagail akibat daril peristiwa masal lalu danl dari manal manfaat ekonomil 
dan/ataul sosial di masal depan diharapkanl dapat ldiperoleh, baik olehl pemerintah 
maupunl masyarakat, sertal dapat diukurl dalam satuanl uang, termasukl sumber daya 
non keuanganl yang diperlukanl untuk penyediaanl jasa bagil masyarakat umuml dan 
lsumber-sumber dayal yang dipeliharal karena alasan sejarah lbudaya.  

Menurutl Hasanah (2017: 93) Asetl tetap merupakanl asetl yangl biasa dimilikil 
baikl olehl suatu pemerintahl ataul sektorl publik maupunl lperusahaan. Asetl tetap 
perusahaanl digunakanl untukl menghasilkan pendapatanl perusahaanl yangl akan 
mendorongl llabanya. Olehl karena litu, asetl tetapl tersebut sangatl pentingl danl 
menentukan dalaml suatul perusahaanl baik kuantitasl ataul lnilainya. Asetl tetap 
pemerintahl pada hakikatnyal sama sepertil aset lperusahaan. Aset tersebutl terdiri daril 
tanah, gedungl dan lbangunan, peralatan, lmesin, dan lsebagainya. Namun, asetl tetap 
pemerintahl tidak lsemata-mata digunakanl untuk menghasilkanl pendapatan, tetapil 
aset tersebutl untuk kegiatanl pemerintah danl pelayanan kepadal masyarakat. Asetl 
tetap pemerintahl dilakukan penyusutanl seperti asetl tetap suatul perusahaan. 
Penyusutanl aset tetapl pemerintah dilakukanl untuk mengetahuil nilai bukul (book 
lvalue) aset ltersebut, yaitu nilail perolehan dikurangil penyusutan. lNamun, penyusutan 
asetl tetap pemerintahl tidak dibukukanl sebagai suatul “biaya penyusutan” karenal 
tidakl ada laporanl llaba/lrugi. Penyusutan dibukukanl sebagail suatul perkiraan yangl 
merupakanl kontra perkiraanl asetl ltetap 
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Nomor 07 
Pengertian Aset Tetap 

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 
(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan 
oleh masyarakat umum. 
 
Klasifikasi Aset Tetap 
 
Pernyataanl Standar Akuntansil Pemerintah Nomor 07l paragraf 8 dinyatakanl bahwa 
asetl tetap diklasifikasikanl berdasarkan kesamaanl dalam sifatl atau fungsinyal 
dalam aktivitasl operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi asetl tetap yang digunakan: 
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1. Tanahl 
Tanahl yang termasukl aset tetapl dalam PSAPl Nomor 07 paragraf 9 

adalahl tanah yangl diperoleh denganl maksud untukl dipakai dalaml kegiatan 
operasionall pemerintah danl dalam kondisil siap pakai. Lebihl lanjut, PSAPl 
Nomor 07 menyediakan pembahasanl tersendiri mengenail akuntansi tanahl 
yaitu padal paragraf 61l sampai denganl 64 yangl mengatur mengenail 
kepemilikan tanahl dan pengakuanl tanah dil luar lnegeri. 

Sesuail dengan sifatl dan lperuntukannya, tanah dapatl diklasifikasikan 
lebihl lanjut menjadil dua kelompokl besar, yaitul (i) tanahl untuk gedungl dan 
lbangunan, dan (ii) tanahl untuk bukanl gedung danl bangunan, sepertil tanah 
untukl jalan, lirigasi, jaringan, tanahl lapangan, tanahl hutan, tanahl untuk 
lpertanian, dan tanahl untuk lperkebunan. Pengklasifikasian tanahl ini bukanl 
keharusan, tetapil tergantung padal kebutuhan rincianl informasi yangl 
diperlukan olehl entitas lbersangkutan. 
  

2. Peralatanl dan Mesinl 
Berdasarkanl PSAP Nomor 07 paragrafl 11, peralatan danl mesin 

mencakupl mesin-mesinl dan kendaraanl bermotor, alatl elektronik, inventarisl 
kantor, danl peralatan lainnyal yang nilainyal signifikan danl masa manfaatnyal 
lebih daril 12 (dual belas) bulanl dan dalaml kondisi siapl pakai. 
 Peralatanl dan Mesinl dapat diklasifikasikanl sesuai denganl jenisnya, sepertil 
alat lperkantoran, komputer, alatl angkutan (ldarat, air, danl udara), alatl 
komunikasi, alatl kedokteran, lalat-alat lberat, alat lbengkel, alat olahl raga, danl 
rambu-lrambu. 
 

3. Gedungl dan Bangunanl 
PSAPl Nomor 07 Paragraf 10 menyatakanl bahwa: “Gedung dan 

bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan 
maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam 
kondisi siap dipakai.” 

Termasukl dalam kelompokl Gedung danl Bangunan adalahl gedung 
lperkantoran, rumah ldinas, bangunan tempatl ibadah, bangunanl menara, 
lmonumen/bangunan lbersejarah, gudang, danl gedung lmuseum. Menurut 
UUl Nomor 28l Tahun 2002l tentang Bangunanl Gedung, bangunanl gedung 
adalahl wujud fisikl hasil pekerjaanl konstruksi yangl menyatu denganl tempat 
lkedudukannya, sebagian ataul seluruhnya beradal di atasl dan/ataul di dalaml 
tanah ldan/atau lair, yang berfungsil sebagai tempatl manusia melakukanl 
kegiatannya, baikl untuk hunianl atau tempatl tinggal, kegiatanl keagamaan, 
kegiatanl usaha, kegiatanl sosial, lbudaya, maupun kegiatanl khusus. Gedungl 
dan bangunanl ini tidakl mencakup tanahl yang diperolehl untuk 
pembangunanl gedung danl bangunan yangl ada dil atasnya. Tanahl yang 
diperolehl untuk keperluanl dimaksud dimasukkanl dalam kelompokl Tanah. 

Gedungl dan Bangunanl dapat diklasifikasikanl menurut ljenisnya, 
seperti gedungl perkantoran, rumahl dinas, bangunanl tempat libadah, menara, 
lmonumen/bangunan lbersejarah, gudang, gedungl museum. 
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4. lJalan, Irigasi, danl Jaringan 
Berdasarkan PSAPl Nomor 07 Paragrafl 12 dinyatakan bahwa ljalan, 

irigasi, danl jaringan yangl dibangun olehl pemerintah sertal dimiliki ldan/atau 
dikuasail oleh pemerintahl dan dalaml kondisi siapl pakai. 
 

5. Asetl Tetap Lainnyal 
PSAPl Nomor 07 Paragraf 13 menyatakanl bahwa asetl tetap lainnyal 

mencakup asetl tetap yangl tidak dapatl dikelompokkan kel dalam kelompokl 
aset tetapl di latas, yang diperolehl dan dimanfaatkanl untuk kegiatanl 
operasional pemerintahl dan dalaml kondisi siapl dipakai. Asetl Tetap Lainnyal 
mencakup asetl tetap yangl tidak dapatl dikelompokkan kel dalam kelompokl 
Aset Tetapl Tanah, Asetl Tetap Peralatanl dan lMesin, Aset Tetapl Gedung danl 
Bangunan, Asetl Tetap lJalan, Irigasi danl Jaringan, yangl diperoleh danl 
dimanfaatkan untukl kegiatan operasionall pemerintah danl dalam kondisil siap 
ldipakai. 

Asetl yang termasukl dalam klasifikasil Aset Tetapl Lainnya adalahl 
koleksi lperpustakaan/buku danl non lbuku, barang bercorakl 
kesenian/kebudayaanl/olah lraga, hewan, likan, dan ltanaman. Termasuk 
dalaml kategori Asetl Tetap Lainnyal adalah Asetl Tetap-lRenovasi, yaitu biayal 
renovasi atasl aset tetapl yang bukanl miliknya, danl biaya partisil suatu 
ruanganl kantor yangl bukan lmiliknya. 

 
6. Konstruksil dalam Pengerjaanl 

Berdasarkan PSAPl Nomor 07 paragrafl 14 dinyataan bahwa kontruksi 
dalaml pengerjaan mencakupl aset tetapl yang sedangl dalam prosesl 
pembangunan namunl pada tanggall laporan keuanganl belum selesail 
seluruhnya. 

 
Pengakuan Aset Tetap 

Berdasarkan PSAPl Nomor 07 Paragraf 16, Asetl tetap diakuil pada saatl 
manfaat ekonomil masa depanl dapat diperolehl dan nilainyal dapat diukurl dengan 
lhandal. Untuk dapatl diakui sebagail aset tetapl harus dipenuhil kriteria sebagail 
lberikut:  

a) Berwujud;  
b) Mempunyail masal manfaatl lebih daril 12l (dual belas) lbulan;  
c) Biayal perolehanl asetl dapat diukurl secaral landal;  
d) Tidakl dimaksudkanl untuk dijuall dalaml operasil normal lentitas; danl  
e) Diperolehl ataul dibangunl dengan maksudl untukl ldigunakan. 

 
Pengukuran Aset Tetap  

Berdasarkanl Pernyataan Standarl Akuntansi Pemerintahl Nomor 71l Tahun 2010l 
dinyatakan bahwal “Aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan. Apabila penilaian 
aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai 
aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan”. Biayal perolehanl adalah 
jumlahl kasl ataul setara kasl yangl dibayarkanl atau nilail wajarl imbalanl lain yangl 
diberikanl untukl memperoleh suatul asetl padal saat perolehanl ataul konstruksil sampai 
denganl asetl tersebutl dalam kondisil danl tempatl yang siapl untukl ldigunakan. Biaya 
perolehanl suatul asetl tetap terdiril daril hargal belinya ataul lkonstruksinya, termasukl 
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bea imporl danl setiapl biaya yangl dapatl diatribusikan secaral langsungl dalaml 
membawa asetl tersebutl kel kondisi yangl membuatl asetl tersebut dapatl bekerjal untukl 
penggunaan yangl dimasukkanl (PSAPl 07 Paragrafl 28l Peraturanl Pemerintah Nomorl 
71 Tahunl l2010). 

 
Penilaian Awal Aset Tetap 

Berdasarkan PSAP Nomor 07 paragraf 24 dinyatakan bahwa “Barang berwujud 
yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan 
sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan”.  

 
Penyusutan Aset Tetap 

Menurutl Buletin Teknisl Nomor 18l SAP (2010l:1) Penyusutanl adalah alokasil 
yang sistematisl atas nilail suatu asetl tetap yangl dapat disusutkanl (depreciable lassets) 
selama masal manfaat asetl yang lbersangkutan. Nilai penyusutanl untuk lmasing-
masing periodel diakui sebagail pengurangan nilail tercatat asetl tetap dalaml neraca danl 
beban penyusutanl dalam laporanl operasional. Penyesuaianl nilai asetl tetap dilakukanl 
dengan berbagail metode yangl sistematis sesuail dengan masal manfaat.  

Metodel penyusutan yangl digunakan harusl dapat menggambarkanl manfaat 
ekonomil atau kemungkinanl jasa (servicel potential) yangl akan mengalirl ke 
lpemerintahan. Masa manfaatl aset tetapl yang dapatl disusutkan harusl ditinjau 
periodikl dan jikal terdapat perbedaanl besar daril estimasi dilakukanl penyesuaian. 
Menurutl Pernyataan Standarl Akuntansi Pemerintahanl Nomor 07l paragraf 57l 
menyatakan metodel penyusutan yangl dapat dipergunakanl pada asetl pemerintah 
antaral lain: 

1. Metode garis lurus 
2. Metode saldo menurun ganda 
3. Metode unit produksi 

 
METODE PENELITIAN 
Objek Penelitian 

Menurut Supranto objek penelitian adalah himpunan elemen yang bisa 
berbentuk organisasi, orang dan barang, yang intinya elemen yang akan dijadikan 
sebagai penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah data-data mengenai aset tetap 
yang dimiliki Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang yang termuat dalam Catatan 
atas Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik tahun 2020 
dan 2021. 
 
Jenis Penelitian 

Berdasarkan prosedur aktifitas penelitian serta kriteria permasalahannya, 
penelitian ini tergolong dalam penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis 
desktriptif yaitu penelitian yang menggambarkan, menjelaskan dan meringkas 
berbagai kondisi maupun fenomena atau berbagai variable penelitian menurut 
kejadian sebagaimana adanya yang dapat dipotret, diwawancarai, diobservasi, serta 
yang dapat diungkapkan melalui bahan-bahan dokumeter.  
Penelitian ini merupakan penelitianl yang berusahal mengumpulkan danl menganalisis 
data daril laporan lkeuangan, dan catatan atas barang milik negara serta hasil 
wawancara kepada Kepala Sub Bagianl Umum danl salah satu staff Sub Bagianl 
Keuangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang. Penelitian ini 
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mendeskripsikan perlakuan akuntansi terhadap aset tetap berdasarkan PSAP Nomor 
07. 
Sumber Data 

Sumberl datal yangl digunakan dalaml penelitianl inil adalah: 
a. Sumber datal lprimer, data primerl menurutl Sugiyono (2015:132) adalahl data yangl 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Data primer 
dari penelitian ini ialah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 
Kepala Sub Bagian Umum dan salah satu Staff Sub Bagian Keuangan Badan Pusat 
Statistik Kabupaten Karawang. 

b. Sumberl data lsekunder, yaitu berupal data yangl diperoleh daril perusahaan yangl 
sudah diolahl dan terdokumentasikanl yang terdiril dari Catatan atas Barang Milik 
Negara dan laporan keuangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang tahun 
2020 dan 2021. 

Sampel data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa aset tetap 
yang berada pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang. 

 
Metode Pengumpulan Data 

Untukl mendapatkan ldata-data ataul keterangan yangl diperlukan dalaml 
penelitian lini, maka metodel penelitian yangl digunakan oleh peneliti ialahl sebagai 
lberikut: 
a. lDokumentasi, yaitu mengumpulkan dan menganalisa Catatan atas Barang Milik 

Negara dan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang 
Tahun 2020 dan 2021. 

b. Wawancara yaitu teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog 
dengan responden untuk menggali informasi sehubunganl dengan permasalahan 
yangl dibahas, untukl memperoleh datal tentang penerapanl PSAPl Nomor 07l 
terhadap perlakuan akuntansi asetl tetap padal Badan Pusat Statistik Kabupaten 
Karawang. Dalaml penelitian inil peneliti melakukanl tanya jawabl secara langsungl 
dengan pihakl terkait yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan salah satu Staff Sub 
Bagian Keuangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang. 

c. Studil Pustaka merupakanl kajian teoritisl dan referensil lain yangl berkaitan denganl 
nilai, budayal dan normal yang berkembangl pada situasil sosial yangl diteliti. Studil 
kepustakaan sangatl penting dalaml melakukan penelitianl hal inil yang dapatl 
menunjang dalaml penyusunan proposall Tugas Akhir ini.  

 
Teknik Analisis Data 

Teknikl analisis datal yang digunakanl untuk menganalisisl penelitian inil adalah 
analisisl deskriptif yangl didasarkan padal penggambaran yangl mendukung Analisal 
tersebut. Adapunl tahapan-tahapanl yang dilakukanl dalam penelitianl ini adalahl 
sebagai lberikut: 
a. Membandingkanl dan menganalisis data Catatan atas Barang Milik Negara 

dengan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang serta 
kesesuaian penerapanl PSAP Nomorl 07 tentangl akuntansi asetl tetap. 

b. Melakukan wawancara kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Staf Sub Bagian 
Keuangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang mengenai perlakukan 
akuntansi terhadap aset tetap. 
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c. Merumuskan penerapanl PSAP Nomolr 07 terhadap perlakuan akuntansil aset 
tetapl pada Badanl Pusat Statistik Kabupaten Karawang serta menganalisa 
permasalahan yang timbul dalam melakukan penerapan PSAP Nomor 07. 

d. Memberikanl kesimpulan maupunl saran-saranl dari hasill menganalisis danl 
membandingkan PSAPl Nomor 07 dengan perlakuan akuntansi aset tetap pada 
Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
HASIL ANALISIS DATA 
Basis Akuntansi 

BPSl Kabupaten Karawang menerapkan basisl akrual dalaml penyusunan danl 
penyajian lNeraca, Laporan lOperasional, dan Laporanl Perubahan Ekuitasl serta basisl 
kas untukl penyusunan danl penyajian Laporanl Realisasi Anggaranl. Basis akruall 
adalah basisl akuntansi yangl mengakui pengaruhl transaksi danl peristiwa lainnyal 
pada saatl transaksi danl peristiwa itul terjadi, tanpal memperhatikan saatl kas ataul 
setara kasl diterima ataul dibayarkan. Sedangkanl basis kasl adalah basisl akuntansi yangl 
mengakui pengaruh transaksil atau peristiwal lainnya padal saat kasl atau setaral kas 
diterimal atau ldibayar. 
Klasifikasi Aset Tetap 

N
o 

Nama Bidang 
Barang 

Jumla
h 

Barang 

Saldo per 30 
September 

2020 

Asal 
Usul 

Keterangan 

1 Tanah 7 7.321.390.000 Hibah 2 tanah bangunan kantor 
pemerintahan, 5 tanah 
bangunan rumah negara 

2 Peralatan dan 
Mesin 

512 2.697.913.612 Hibah 
dan 
pembeli
an 
langsun
g 

29 unit alat angkutan, 28 
buah alatl bengkel danl alat 
lukur, 32 buah alat lpertanian, 
286 buah alat kantorl dan 
rumahl tangga, 42 buah alatl 
studio komunikasil dan 
lpemancar, 1 buah alat 
kedokteranl dan lkesehatan, 
94 buah komputer.  

3 Gedung dan 
Bangunan 

10 3.523.319.200 Hibah 
dan 
pembeli
an 
langsun
g 

1 bangunan gedungl kantor, 
1 bangunanl gedung tempatl 
ibadah, 1 gedungl pos jaga, 1 
bangunan lainnya, 4 
bangunan rumah negara, 2 
pagar permanen. 

4 Aset Tetap 
Lainnya 

1110 63.408.879 Pembeli
an 
langsun
g 

Berupa bahan publikasi 
(buku perpustakaan)  

Sumber: diolah peneliti, 2024. 
Dasar Pengukuran 

Pengukuranl adalahl prosesl penetapan nilail uangl untukl mengakui danl 
memasukkanl setiapl pos dalaml laporanl lkeuangan. Dasar pengukuranl yangl 
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diterapkanl BPS Kabupaten Karawang dalaml penyusunan danl penyajian Laporanl 
Keuangan adalahl dengan menggunakanl nilai perolehanl historis. 

Asetl dicatat sebesarl pengeluaran/penggunaanl sumber dayal ekonomi ataul 
sebesar nilail wajar daril imbalan yangl diberikan untukl memperoleh asetl tersebut. 
Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi 
yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan 
dalam mata uang rupiah. 

 
Pengakuan Aset Tetap 
• Asetl tetap mencakupl seluruh asetl berwujud yangl dimanfaatkan olehl pemerintah 

maupunl untuk kepentinganl publik yangl mempunyai masal manfaat lebihl dari 1 
ltahun. 

• Nilail aset tetapl disajikan berdasarkanl harga perolehanl atau hargal wajar. 
• Pengakuanl aset tetapl didasarkan padal nilai satuanl minimum kapitalisasil sebagai 

lberikut: 
1. Pengeluaranl untuk perl satuan peralatanl dan mesinl dan peralatanl olah ragal 

yang nilainyal sama denganl atau lebihl dari Rpl 1.000.000l (satu jutal lrupiah); 
2. Pengeluaranl untukl gedungl dan bangunanl yangl nilainyal sama denganl ataul 

lebihl dari Rpl l25.000.000l (dual puluhl lima jutal lrupiah); 
3. Pengeluaranl yangl tidakl tercakup dalaml batasanl nilail minimum kapitalisasil 

tersebutl diatas, diperlakukanl sebagai biayal kecuali pengeluaranl untuk ltanah, 
jalan/lirigasi/jaringan, danl aset tetapl lainnya berupal koleksi perpustakaanl 
dan barangl bercorak lkesenian. 

• Padal Tahun 2017l dan l2018, Pemerintah melakukanl penilaian kembalil (revaluasi) 
berdasarkanl Peraturan Presidenl Republik Indonesial Nomor 75l Tahun 2017l 
tentang Penilaianl Kembali Barangl Milik lNegara/Daerah. Revaluasil dilakukan 
terhadapl aset tetapl berupa ltanah, gedung danl bangunan, sertal jalan, ljaringan, 
danl irigasi padal Kementrianl Negara/Lembagal sesuail kodefikasil Barang Milikl 
Negaral yangl diperoleh sampail denganl 31l Desember l2015. Pelaksanaanl revaluasi 
dilakukanl denganl pendekatanl pasar, pendekatanl lbiaya, ldan / atau pendekatanl 
pendapatanl olehl Direktorat Jenderall Kekayaanl lNegara, Kementrian lKeuangan. 
Penilaian dalaml rangka revaluasil dilakukanl dengan pendekatan datal pasar, 
pendekatanl biaya, danl / atau pendekatanl pendapatan olehl Penilai Pemerintahan 
di lingkunganl Direktorat Jenderall Kekayaan lNegara, Kementrian Keuangan. 
Revaluasi dilaukan padal tahun 2017l dan l2018. 

• Nilail asetl tetapl hasil penilaianl kembalil menjadil nilai perolehanl barul danl nilai 
akumulasil penyusutannyal adalahl nol. Dalaml hall nilail aset tetapl hasill revaluasil 
lebih tinggil daril nilail buku sebelumnyal makal selisihl tersebut diakuil sebagail 
penambahl ekuitas padal Laporanl lKeuangan. Namun, apabilal nilail asetl tetap hasill 
revaluasil lebihl rendah daril nilail bukul sebelumnya makal selisihl tersebutl diakui 
sebagail pengurangl ekuitasl pada Laporanl lKeuangan. 
 

Penghentian Aset Tetap 
• Asetl tetapl yang tidakl digunakanl dalaml kegiatan operasionall pemerintahl yangl 

disebabkan antaral lainl karenal aus, ketinggalanl ljaman, tidakl sesuai denganl 
kebutuhanl organisasil yang makinl lberkembang, rusakl berat, tidakl sesuail denganl 
rencana umuml tatal ruangl (RUTR), ataul masal kegunaannyal telah berakhirl 
direklasifikasil kel Aset llain-lainl padal pos asetl llainnya. 
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• Asetl tetapl yangl secara permanenl dihentikanl lpenggunaannya, dikeluarkan daril 
neracal padal saat adal usulanl penghapusanl dari entitasl sesuail denganl ketentuan 
lperundang-undanganl dil bidang pengelolaanl lBMN/BMDl 

Penyusutan Aset Tetap 
• Penyusutanl aset tetapl adalah penyesuaianl nilai sehubunganl dengan penurunanl 

kapasitas danl manfaat daril suatu asetl tetap. 
• Penyusutanl aset tetapl tida dilakukan lterhadap: 

1. Tanahl  
2. Kontruksi dalaml pengerjaan (KDPl) 
3. Asetl tetap yangl dinyatakan hilangl berdasarkan dokumenl sumber sahl atau 

dalaml kondisi rusakl berat ldan/atau usangl yang telahl diusulkan kepadal 
pengelola barangl untuk dilakukanl penghapusan. 

• Perhitungan danl pencatatan penyusutanl aset tetapl dilakukan setiapl akhir 
semesterl tanpa memperhitungkanl adanya nilail residu. 

• Penyusutanl aset tetapl dilakukan denganl menggunakan metodel garis lurusl yaitu 
denganl mengalokasikan nilail yang dapatl disusutkan daril aset tetapl secara meratal 
setiap semesterl selama masal manfaat. 
 

Pengakuan Aset Tetap 
No PSAP No.07 BPS Kabupaten Karawang Sesuai/Tidak 

sesuai 
Ket 

1 Masa manfaat lebih dari 
12 bulan 

Aset tetap mencakup seluruh 
aset berwujud yang 
dimanfaatkan oleh 
pemerintah maupun unuk 
kepentingan publik yang 
mempunyai masa manfaat 
lebih dari 1 tahun. 

Sesuai  

2 Biaya perolehan dapat 
diukur secara andal 

Aset tetap diakui 
berdasarkan harga perolehan 
atau harga wajar yang dapat 
diukur secara andal 

Sesuai  

3 Tidak dimaksudkan 
dalam operasi normal 
entitas 

Pengadaan aset tetap bukan 
untuk dijual melainkan 
untuk menunjang kegiatan 
operasional BPS Kabupaten 
Karawang 

Sesuai  

4 Diperoleh atau dibangun 
dengan maksud untuk 
digunakan 

Pengadaan aset tetap 
digunakan untuk menunjang 
kegiatan operasional BPS 
Kabupaten Karawang 

Sesuai  

5 Pengakuan aset tetap 
akan sangat andal apabila 
aset tetap telah diterima 
atau diserahkan hak 
kepemilikannya pada 

Pengakuan aset tetap dicatat 
berdasarkan tanggal 
transaksi perolehan aset 
tersebut. Sebagai contoh, 
apabila transaksil terjadi 
tanggall 25 Juni makal aset 

Sesuail  
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saat penguasaannya 
berpindah 

tersebutl diakui tanggall 25 
Juni. 

Sumber: diolah peneliti, 2024. 
Dari tabel perbandingan pengakuan aset tetap dengan PSAP No. 07 terlihatl 

bahwa perlakuanl akuntansi mengenai pengakuan asetl tetap yangl ada dil BPS 
Kabupaten Karawang telah sesuail dengan PSAP Nomor 07. 
Pengukuran Aset Tetap 
No PSAP No.07 BPS Kabupaten Karawang Sesuai/Tidak 

sesuai 
Ket 

1 Aset tetap dinilai dengan 
biaya perolehan. Apabila 
penilaian aset tetap 
dengan menggunakan 
biaya perolehan tidak 
memungkinkan maka 
nilai aset tetap didasarkan 
pada nilai wajar pada saat 
perolehan. 

Aset tetap dinilai 
berdasarkan berdasarkan 
harga perolehan 

Sesuai  

2 Biaya perolehan suatu 
aset tetap terdiri dari 
harga harga belinya atau 
konstruksinya, termasuk 
bea impor dan setiap 
biaya yang dapat 
diatribusikan secara 
langsung  

Biaya perolehan suatu suatu 
aset tetap terdiri dari harga 
beli barang / harga wajar aset 
tetap tersebut, biaya 
pengangkutan dan biaya 
pemasangan yang 
dikeluarkan untuk aset tetap 
tersebut. 

Sesuai  

Sumber: diolah peneliti, 2024. 
Berdasarkan tabel perbandingan pengukuranl aset tetapl dengan PSAP lNo. 07 

terlihatl bahwa perlakuanl akuntansi mengenai pengukuran asetl tetap yangl ada dil BPS 
Kabupaten Karawang telah sesuail dengan PSAP Nomor 07. 
 
 
Pengeluaran Setelah Perolehan 
No PSAP No.07 BPS Kabupaten Karawang Sesuai/Tidak 

sesuai 
Ket 

1 Pengeluaranl setelah 
perolehanl awal suatul 
aset tetapl yang 
memperpanjangl masa 
manfaatl atau yangl 
kemungkinan besarl 
memberi manfaatl 
ekonomik dil masa yangl 
akan datangl dalam 
bentukl kapasitas, mutul 
produksi ataul 
peningkatan standarl 
kinerja, harusl 

Pengeluaranl untuk per 
satuan peralatan dan mesin 
yang nilainya sama dengan 
atau lebih dari Rp1.000.000, 
pengeluaran untuk gedung 
dan bangunan yang nilainya 
sama dengan atau lebih dari 
Rp25.000.000, diakui atau 
ditambahkan pada nilai 
tercatat asetl tetap. 
Pengeluaran yangl tidak 
tercakupl dalam batasanl nilai 
minimuml kapitalisasi 

Sesuai  
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ditambahkan padal nilai 
tercatatl aset yangl 
bersangkutan. 

tersebutl diatas, diperlakukan 
sebagail biaya kecualil 
pengeluaran untukl tanah, 
ljalan/irigasi/jarngan, danl 
aset tetapl lainnya berupal 
koleksi perpustakaanl 

Sumber: diolah peneliti, 2022. 
Berdasarkan tabel perbandingan pengeluaranl setelah perolehanl aset tetapl 

dengan PSAPl No. 07 terlihat bahwa perlakuanl akuntansi mengenai pengeluaran 
setelah perolehan aset tetap yang ada di BPS Kabupaten Karawang telah sesuail 
dengan PSAPl Nomor l07. 
Penyusutan Aset Tetap 
No PSAPl No.07l BPS Kabupaten Karawang Sesuai/Tidak 

sesuai 
Ket 

1 Nilail penyusutan untukl 
masing-masingl periode 
diakuil sebagai 
penguranganl nilai 
tercatatl aset tetapl dan 
diinvestasikanl dalam asetl 
tetap. 

Penyusutan asetl tetap 
dilakukan setiap ahir 
semester tanpa 
memperhitungkan adanya 
nilai residu dan diakuil 
sebagai penguranganl nilai 
tercatatl aset ltetap. 

Sesuai  

Sumber: diolah peneliti, 2024. 
Berdasarkan tabel perbandingan penyusutan aset tetap dengan PSAP No. 07 

terlihatl bahwa perlakuanl akuntansi mengenai penyusutan asetl tetap yangl ada dil BPS 
Kabupaten Karawang telah sesuail dengan PSAP Nomor 07. 
Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap 
No PSAP No.07 BPS Kabupaten Karawang Sesuai/Tidak 

sesuai 
Ket 

1 Suatul aset tetapl 
dieliminasi daril neraca 
ketikal dilepaskan ataul 
bila asetl secara permanenl 
dihentikan 
penggunaannyal dan 
tidakl ada manfaatl 
ekonomik masal yang 
akanl dating. 

Suatul aset dilepaskanl atau 
dihentikanl penggunaannya 
apabilal aset tersebutl sudah 
tidak memiliki masa manfaatl 
ekonomik lagi, rusak berat, 
tidak sesuai dengan 
kebutuhan organisasi yang 
semakin berkembang atau 
tidak sesuai dengan RUTR. 

Sesuai 
 
 
 

 

2 Asetl tetap yangl 
dihentikan daril 
penggunaan aktifl 
pemerintah tidakl 
memenuhi definisil aset 
tetapl dan harusl 
dipindahkan kel pos asetl 
lainnya.  

Aset tetap yang tidak 
digunakan dalam kegiatan 
operasional pemerintah yang 
disebabkan antara lain 
karena aus, ketinggalan 
jaman, tidak sesuai dengan 
kebutuhan organisasi yang 
makin berkembang, rusak 
berat, tidak sesuai dengan 
rencana umum tata ruang 
(RUTR), atau masa 

Sesuai  
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kegunaannya telah berakhir 
direklasifikasi ke Aset lain-
lain pada pos aset lainnya. 

Sumber: diolah peneliti, 2024. 
Berdasarkan tabel perbandingan penghentian dan pelepasan aset tetap dengan 

PSAP No. 07 terlihatl bahwa perlakuanl akuntansi mengenai penghentianl dan 
pelepasanl aset tetap yang ada dil BPS Kabupaten Karawang telah sesuai dengan PSAP 
Nomor 07. 
Pengungkapan Aset Tetap 
No PSAP No.07 BPS Kabupaten Karawang Sesuai/Tidak 

sesuai 
Ket 

1 Laporan keuangan harus 
mengungkapkan dasar 
penilaian yang 
digunakan untuk 
menentukan nilai 
tercatat. 

BPS Kabupaten Karawang 
mengungkapkanl dasar 
penilaianl yang digunakanl 
untuk menentukanl nilai 
tercatatl dalam laporanl 
keuangan, yaitul aset tetapl 
dinilai denganl harga 
perolehan. 

Sesuai  

2 Setiap jenis aset seperti 
tanah, gedung dan 
bangunan, peralatan dan 
mesin dan lain 
sebagainya harus 
dinyatakan dalam neraca 
secara terpisah atau 
terperinci dalam catatan 
atas laporan keuangan 

Setiap jenis aset tetap 
dinyatakan dalam neraca 
secara terpisah dan terperinci 
pada catatan atas laporan 
keuangan. 

Sesuai  

3 Rekonsiliasil jumlahl 
tercatatl pada awall danl 
akhirl periode yangl 
menunjukkanl 
lpenambahan, pelepasan, 
akumulasil penyusutanl 
danl perubahanl nilai jikal 
ada mutasi aset tetap 
lainnya. 

Laporan keuangan BPS 
Kabupaten Karawang 
mengungkapkan rekonsiliasi 
jumlah tercatat yang 
menunjukkan 
penambahan/pelepasan, 
akumulasi penyusutan dan 
perubahan nilai jika ada 
mutasi aset tetap lainnya 
selama periode tahun 
berjalan.  

Sesuai  

Sumber: diolah peneliti, 2024. 
Berdasarkan tabel perbandingan pengungkapan aset tetap dengan PSAP No. 

07 terlihatl bahwa perlakuanl akuntansi mengenai pengungkapan asetl tetap yangl ada 
dil BPS Kabupaten Karawang telah sesuail dengan PSAP Nomor 07. 

Hasil penelitian ini didukung juga oleh penelitian sejenis yang dilakukan oleh 
Moray dkk (2021) yang menyatakan kesesuaian perlakuan akuntansi berupa 
pengakuan, pengukuran, penyusutan aset, penghentian atau pelepasan, serta 
pengungkapan tentang aset tetap pada Dinas Kesehatan Kota Bitung dengan PSAP 
Nomor 07 tentang Aset Tetap. 
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SIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, 

mengenai analisisl perlakuan akuntansi aset tetapl berdasarkan PSAPl No.07l pada 
Badanl Pusat Statistik Kabupaten Karawang makal dapat ditarikl kesimpulan sebagail 
berikut: 

1. Aset tetapl BPS Kabupaten Karawang diakui jika mempunyai masa manfaat 
lebih dari 1 tahun dan dinilai berdasarkan harga perolehan. 

2. Pengeluaranl setelah perolehanl aset tetapl BPS Kabupaten Karawang yang 
tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi diakui pada nilai tercatat 
aset tetap. 

3. Penyusutanl aset tetapl BPS Kabupaten Karawang dilakukan setiap akhir 
semester dan diakui sebagai pengurangan nilai aset tetap.  

4. Aset tetap BPS Kabupaten Karawang yang dilepaskan dan dihentikan 
penggunaannya direklasifikasi ke Aset lain-lain pada pos aset lainnya. 

5. Pengungkapan tentang aset tetap BPS Kabupaten Karawang dinyatakan 
dalam neraca secara terpisah dan terperinci pada catatan atas laporan 
keuangan. 

Dengan demikian perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Pusat Statistik 
Kabupaten Karawang telah menerapkan dan sesuai dengan Pernyataan Standar 
Akuntansi Pemerintahan No. 07. 
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